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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR < TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGCGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pertanggungijawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42886) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republilkk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425});

ABTHTEN I SEEDL




N '_"21 Peraturan Menterz ﬁalam Negem I‘Jomor 33 Tahun 2019 tentang P@doman Pemmsunan Anggaran P@ndapatan cian o
Bela,rl_}a Da@rah Tahun Anggaran 2020 (Bemta Negara Repubhk; Indenesm ’i‘ahun 2{319 Nomor 655) '

_.22 P@raturan Memem Dalam Negen Nomor 77 ’I‘ahun 2(320 ten'i:emg ?edo:man Tekms Peﬁgelala,an Keuangan Daerah_ e
(Berrta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020 Nomor 17’8 1) D

: 23 Peraturan Daerah Nomor 14 "I‘ahun 2019 tentang Anggaran Pendapats_n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran S
: 2020 (Lembaran Da@rah Provmm Kahmantan Barat Tahun 201‘9 Nomoz‘ 4y ' :

24 Peratura.n Daerah Nomor 4 Tahun 202(3 tentang Pembahaﬁ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 {Lembaran Daerah Provmm Kahma,ntan Barat Tahun 2020 Nomor 4) L

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang_ P@ng{e}olaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerali Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1} Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
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c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e¢. Laporan Arus Kas;

f Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan  keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020, adalah sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rp 5.665.113.367.860,80
b. Belanja Rp 5.879.356.339.638,35
Surplus / (Defisit) Rp (214.242.971.777,55)
¢. Pembiayaan
1. Penerimaaan Rp  577.262.139.696,17
2. Pengeluaran Rp 50.000.000.000,00
Pembiayaan netto Rp  527.262.139.696,17
d. Sisa Perhitungan Rp 313.019.167.918,62

Sisa Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar Rp313.019.167.918,62 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Rp (214.242.971.777,55)
b. Selisih lebih antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan Rp 527.262.139.696,17

realisasi pengeluaran pembiayaan
Jumlah SILPA Rp 313.019.167.918,62

HRARD PERANGHAT DAZRAR ACISTEN I STEDA
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Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1}, adalah sebagai berikut :

(1)

Selisith anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp134.573.306.291,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan Rp 5.790.686.674.152,69
b. Realisasi Rp 5.665.113.367.860,80
Selisih lebih/{kurang) Rp 134.573.306.291,89

Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp447.592.474.210,51 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja Rp 6.326.948.813.848,86
b. Realisasi Rp 5.879.356.339.638,35
Selisih lebih/{kurang) Rp 447.592.474.210,51

Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp313.019.167.918,62 dengan rincian sebagali berikut :

a. Defisit anggaran Rp {214.242.971.777,55)
b. Realisasi Rp 527.262.139.696,17
Selisih lebih/(kurang) Rp 313.019.167.918,62

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Rp 577.262.139.696,17
b. Realisasi Rp 577.262.139.656,17
Selisih lebih/{kurang) Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 50.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 50.000.000.00C,00
Selisih lebih/ {(kurang) Rp 0,00
HARG PERANGHAT DAERAN ABIETER 1 GERDA
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Selisih lebih/ (kuraﬂg}

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020, adalah

sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal (a+b)

Bisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Subtotal {c+d)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+i+g)

R L

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk tshun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020,

adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas

Sehsxh anggaran dengan reahsam pemblayaan petto se_mmlah Rp 0 00 dengan nnczan sebagal bem}mfa

52’? 262 139. 696 I’F

Rp
‘Rp 527 262 139 696 17
Rp B 10,00

Rp  577.262.139.696,17
Rp (577.262.139.696,17)
Rp 0,00
Rp  313.019.167.918,62
Rp  313.019.167.918,62
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp  313.019.167.918,62

Rp 12.527.094.214.802,44

Rp 185.353.448.442,36
Rp 12.341.740.766.360,08
HARS FERANGHAT DARRAH ASTETEN I SENDA
HURUM FEMRAKARSA .
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Pasalé

~Laporan Operasional sebagaimana dzmaksud dala.m Pasai 1 ayat {1} huruf - d untuk-:tahun “yang ‘berakhir sampai dengan
- 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut : S '

Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Rp - 5.894.703.324.676,39

a.

b. Beban dari kegiatan operasional Rp ~+ 5.515.253.993.332,88

c. Defisit dari kegiatan non operasional Rp {3.770.113.097,00}

d. Pos luar biasa Rp 0,00

e. Surplus -LO Rp 375.679.218.246,51
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2020, adalah sebagai berikut :

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 543.344.644.651,45
h. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (807.587.616.425,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Rp 0,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran Rp (4.582.477.349,70) o
e. Saldo Awal Kas Rp 581.953.070.630,87 e
f. Saldo Akhir Kas Rp 313.127.621.503,62
g. Saldo Akhir Kas di BUD Rp 301.377.028.682,96
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 4.342,35
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 29.082.218,98
j.  Saldo Akhir Kas di BLUD Rp 7.265.677.770,75
i. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 4.455.828.488,58
HZ‘?&% e mnsman | AsISTEN X SREDA
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PasalB o

Laporem Pemba.han Ekuitas sebagazmana dzmaksud dalam Pasal 1 ayat (3.) huruz” f untuk penode yang berakhlr sampai dengan
31 Desember:2020, adalah sebaga; bemkut SERRE i SRITARE .. : i

Ekuitas awal SR ' | S Rp 11.889.256.256.540,19

a.

b. Surplus LO o ' ' ' Rp 375.679.218.246,51
c. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar :

d. Koreksi Nilai Persediaan Rp 47.535.800.207,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 4.326.810.994,00
f.  Lain-lain Rp 24.942.680.372,38
g. Ekuitas Akhir Rp 12.341.740.766.360,08

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuiangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaumana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1.1 : ngkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

HARG YERAHGHAT DAERAH . . PO
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Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran 111
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIl
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
- Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVII

Lampiran XIX

Lampiran XX

T L

R@k&pzmia& Realisasi Anggaran Belanja Da@mh menus:ut urusan pemermtanaﬂ_.

daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan :

Rekapituilasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan cian keterpaduan
urusan -pemerintahan daerah darx fungm dalam ‘kerangka pengelolaan keuangem
negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggamn Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Eluitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daitar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Daiftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal {(investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penarabahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daitar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstiuksi dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewsajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

HARD YERANGHEAT DAERAYH
BUHUM PEMRAKARSA
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Pasal 11
Penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diatur dengan Peraturan Gubernur,
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ’

Ditetapkan di Pontianak )
pada tanggal & ZepTempis Zal)

£QUBERNUR KALIMANTAN BARAT,%

Diundangkan di Pontiansk
Pada tanggal (& ifeprgmesry Zo i

Pih. SEKRETARIS DAERAH

_ PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

2

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ;’;

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7-145/2021




